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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI I 

 
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1 1. RRI 

2. BSSN 

3. BIN 

• RRI Bandung; 

• BINDA Banten. 

Tanggal 7 – 10 Februari 
2024. 

Dalam rangka mengetahui: 
1. RRI: Penguatan Peran LPP RRI Bandung sebagai lembaga 

penyiaran publik dalam menyiarkan konten Pemilu 2024 yang 

Jurdil. 

2. BSSN: Peran BSSN dalam menghadapi serangan siber pada 

Pemilu 2024 dalam konteks kesiapan hardware, software dan 

SDM. 

3. BINDA: Analisis BIN terhadap pelaksanaan Pemilu 2024. 

 

2 KEMLU RI 1. KBRI Jerman, KBRI 

Belanda tanggal 25 

Februari – 2 Maret 2024; 

2. KBRI Turki tanggal 1 – 7 

Maret 2024.  

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan kebijakan 

Pemerintah dan APBN, termasuk mengetahui sejauhmana 

pelaksanan tugas Duta Besar da Perwakilan R.I. dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta untuk 

mengetahui pelaksanaan tugas perlindungan dan pelayanan 

terhadap Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di 

luar negeri, dan untuk memberikan penguatan diplomasi parlemen 

terhadap pelaksanaan politik luar negeri RI. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI II 

 
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  • Pemerintah Daerah 

• KPU 

• Bawaslu 

• Kementerian ATR/BPN 

a. Pelaksanaan undang-undang; 

b. Pelaksanaan keuangan negara; 

dan/atau 

c. Kebijakan pemerintah. 

 

Pada tanggal 7 – 11 Februari 2024. 

Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI pada Reses Masa 

Persidangan III Tahun Sidang Tahun 2023-2024 ke 

Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karawang Provinsi 

Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Timur. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI III 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Penyusunan  
RUU tentang Penyadapan 

--- Sesuai dengan hasil rapat Komisi III DPR RI dengan 
Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI pada tanggal 13 
November 2023, bahwa Tim BKD akan merevisi 
kembali RUU tentang Penyadapan berdasarkan 
masukan Anggota Komisi III DPR RI. 
 

RUU Usul Inisiatif Komisi III DPR 
RI 

2. Penyusunan  
Rancangan Peraturan DPR RI 
tentang Pembentukan Tim 
Pengawas Pemberantasan 
Terorisme (TPPT) 

--- Tim Badan Keahlian DPR RI masih memperbaiki 
Rancangan Peraturan DPR RI tentang TPPT 
berdasarkan masukan Komisi III tanggal 31 Januari 
2024. 

Amanat Pasal 43J UU Nomor 5 
Tahun 2018 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2002 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme. 
 

3. Pembahasan 
RUU tentang Hukum Acara Perdata 
(selanjutnya disebut dengan  
RUU tentang HAPER) 
 

--- Komisi III masih menunggu kesiapan Pemerintah dalam 
melakukan Pembahasan RUU tentang Haper. 
 
 

 

4. Pembahasan  
RUU tentang Perubahan Kedua atas 
UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika 
(selanjutnya disebut dengan  
RUU tentang Narkotika) 

--- Komisi III masih menunggu revisi draf RUU tentang 
Narkotika dari Pemerintah yang selanjutnya draf RUU 
tersebut akan disampaikan kepada masing-masing 
fraksi untuk dipelajari. 
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NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

5. Pembahasan 
RUU tentang Perubahan Keempat 
atas UU Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi 
(selanjutnya disebut dengan 
RUU tentang Mahkamah Konstitusi) 

Rapat Panja 
tanggal 29 
November 2023. 

Agenda laporan Timus/Timsin ke Panja dan Panja 
melanjutkan pembahasan draf RUU tentang Mahkamah 
Konstitusi. 
 
Pembahasan draf RUU tentang Mahkamah Konstitusi 
akan dilanjutkan pada Masa Persidangan III Tahun 
Sidang 2023-2024 yang akan datang. 
 

 

 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  1. Kepolisian Daerah 
2. Kejaksaan Tinggi  
3. Kanwil Kemenkumham 
4. BNN Provinsi 
5. 4 Peradilan Tingkat Banding 

(Pengadilan Tinggi, 
Pengadilan Tinggi Agama, 
Pengadilan Tinggi Tata 
Usaha Negara, dan 
Pengadilan Tinggi Militer)  

Kunjungan Kerja Reses 
Masa Persidangan III 
Tahun Sidang 2023-2024 
tangggal 28 Februari – 4 
Maret 2024. 

Pada Reses MP III TS 2023-2024 Komisi III DPR RI kunjungan kerja 
ke Provinsi: 
1. Sulawesi Utara, tanggal 28 Februari s.d. 3 Maret 2024 
2. Jambi, tanggal 28 Februari s.d. 3 Maret 2024 
3. Banten, tanggal 29 Februari s.d. 4 Maret 2024 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI IV 

 
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO PIHAK/WAKTU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

b. Pemerintah Kota Semarang 

c. Pemerintah Kabupaten Demak 

d. Kementerian Pertanian 

e. Kementerian LHK 

f. Kementerian Kelautan dan Perikanan 

g. Badan Pangan Nasional 

h. BPBD Jawa Tengah 

i. BPBD Demak 

j. Posko Terpadu Penanganan Darurat 

Bencana Banjir Kabupaten Demak 

k. Perum Bulog 

l. PT Pupuk Indonesia 

m. PT RNI/Holding Pangan ID Food 

n. Perwakilan Petani Terdampak Banjir 

Demak 

Kunjungan Kerja Komisi IV 

DPR RI Reses Masa 

Persidangan III Tahun 

Sidang 2023-2024 ke 

Provinsi Jawa Tengah 

tanggal 29 Februari - 4 Maret 

2024. 

 

 

 

a. Diskusi mengenai Ketersediaan 

Pasokan dan Fluktuasi Harga Pangan di 

Provinsi Jawa Tengah. 

b. Peninjauan dan Diskusi mengenai Peran 

Ekspor Perikanan Indonesia dalam 

Penyerapan Lapangan Kerja serta 

Upaya Pengelolaan Limbah Pengolahan 

Ikan dalam rangka Memitigasi 

Kerusakan Lingkungan. 

c. Diskusi mengenai Peran Pemerintah 

dalam Penanganan Kerusakan 

Lingkungan dan Lahan Pertanian 

Pascabanjir di Kabupaten Demak. 
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NO PIHAK/WAKTU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

2.  a. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

b. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul 

c. Pemerintah Kabupaten Bantul 

d. Kementerian Pertanian 

e. Kementerian LHK 

f. Kementerian Kelautan dan Perikanan 

g. Badan Pangan Nasional 

h. Pusat Studi Manajemen Bencana UPN 

Veteran Yogyakarta 

i. Perum Bulog 

j. PT Pupuk Indonesia 

k. PT RNI/Holding Pangan ID Food 

 

  

 

Kunjungan Kerja Komisi IV 

DPR RI Reses Masa 

Persidangan III Tahun 

Sidang 2023-2024 ke 

Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta tanggal 29 

Februari - 4 Maret 2024. 

 

 

 

a. Peninjauan dan Diskusi mengenai 

Pengembangan Buah Durian di 

Nglanggeran, Kabupaten Gunung-kidul. 

b. Peninjauan dan Diskusi terkait Fasilitas 

dan Operasionalisasi Port Pelabuhan 

Perikanan Pantai (PPP) Gesing Gunung 

Kidul. 

c. Peninjauan dan Diskusi mengenai 

Pengendalian Kegiatan Usaha di 

Kawasan Ekosistem Karst Gunung 

Sewu melalui Persetujuan Lingkungan 

Pasca Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Cipta Kerja. 

d. Peninjauan dan Diskusi tentang Stok 

Pangan dan Kesiapan Bulog 

menghadapi bulan Ramadhan dan Hari 

Raya Idul Fitri 1445 H. 
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NO PIHAK/WAKTU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

3.  a. Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

b. Pemerintah Kota Surabaya 

c. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 

d. Kementerian Pertanian 

e. Kementerian LHK 

f. Kementerian Kelautan dan Perikanan 

g. Badan Pangan Nasional 

h. Perum Bulog 

i. PT Pupuk Indonesia 

j. PT RNI/Holding Pangan ID Food 

k. Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun 

Binatang Surabaya 

Kunjungan Kerja Komisi IV 

DPR RI Reses Masa 

Persidangan III Tahun 

Sidang 2023-2024 ke 

Provinsi Jawa Timur tanggal 

29 Februari - 4 Maret 2024. 

a. Kunjungan dan Diskusi mengenai 

Pelaksanaan Program Penangkapan 

Ikan Terukur di Provinsi Jawa Timur. 

b. Peninjauan dan Diskusi mengenai 

pelaksanaan konservasi ex situ pasca 

Penetapan Perusahaan Daerah Taman 

Satwa Kebun Binatang Surabaya 

menjadi Lembaga Konservasi. 

c. Diskusi mengenai Upaya Peningkatan 

Ketersediaan Pasokan Pangan di 

Provinsi Jawa Timur dari Hulu Hingga 

Hilir. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI V 

 
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  - KEMENTERIAN PUPR 
Ditjen Bina Marga 
Ditjen SDA 
Ditjen Cipta Karya 
Ditjen Perumahan  
Ditjen Bina Kontruksi 
BPJT  

- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 
Ditjen Perhubungan Udara,  
Ditjen Perhubungan Laut,  
Ditjen Perkeretaapian 
Ditjen Perhubungan Darat. 
PT.KAI, PT AP1, PT. AP II, PT Pelindo, PT 
Pelni dan PT. ASDP. 
LPPNPI/AIRNAV 

-  KEMENDES PDT dan Transmigrasi  
-  BMKG 
-  BASARNAS.  
 

Kunjungan Kerja Masa  Reses 
dilaksanakan pada tanggal 29 
Februari   s.d. 4 Maret 2024. 
 
(Masa Persidangan  III  
Tahun Sidang 2023-2024) 
 

Kunjungan Kerja ke: 

1. Provinsi D.I Yogyakarta; 

2. Provinsi Bali; 

3. Provinsi Sumatera Selatan.  
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI VIII 

 
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO  KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Kunjungan Kerja Reses 
MP III MS 2023-2024 

Kunjungan Kerja Pengawasan ke 
Provinsi Jawa Tengah pada 
tanggal 29 Februari – 4 maret 
2024. 

 

1. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan pembangunan di bidang agama 

dan pendidikan keagamaan. 

2. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI melakukan pengawasan 

terhadap penyaluran bantuan sosial. 

3. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak. 

4. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI melakukan pengawasan 

terhadap kesiapsiagaan bencana, penanggulangan 

bencana dan juga pembangunan pasca bencana. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI IX 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 
- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 
- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 
 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Kunjungan Kerja Reses 
Komisi IX DPR RI 

Kunjungan Kerja Reses 
Komisi IX ke Provinsi 
Kepulauan Riau dengan 
tujuan: 
1. Kota Batam; 

2. Kota Tanjung Pinang; 

3. Kabupaten Bintan. 

 
Tanggal 28 Februari 2024 
s.d. 3 Maret 2024. 
 
 

Tim Komisi IX DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja terkait: 
1. Menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam 
lingkup tugas Komisi IX DPR RI;  

2. Menggali informasi realisasi program dan kegiatan yang 
dibiayai APBN  

3. Memetakan permasalahan masyarakat dan memonitor 
pelaksanaan program Kementerian/Lembaga mitra kerja 
Komisi IX DPR RI Provinsi Kepulauan Riau ke Kota Batam, 
Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan 

4. Menyerap aspirasi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau 
terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan 
pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas 
Komisi IX DPR RI. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI X 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 
- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 
- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/ LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. 
 
 

Kabupaten Kulon Progo 

 

Kunjungan Kerja Reses 

Komisi X DPR RI tanggal 27 

Februari - 2 Maret 2024. 

 

Berdasarkan data dan hasil kujungan kerja reses ke 

Kabupaten Kulon Progo, Komisi X DPR RI 

merekomendasikan sebagai berikut. 

1. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk terus melakukan 

monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan 

dasar dan menengah antara lain mengenai implementasi 

kurikulum Merdeka Belajar, penggunaan dana BOS, 

rekrutemen ASN, dan penyaluran PIP. 

2. Mendorong Kemenpora RI segera melakukan koordinasi 

dengan pihak terkait agar didapatkan kejelasan atas 

pelaksanaan PON 2024 di Aceh dan Sumut. 

3. Mendesak Kemenparekraf RI untuk mendorong 

penyelesaian pembahasan terkait rencana penghapusan 

pajak untuk rumah kos. 

4. Mendorong Kemendikbudristek RI dan Perpusnas RI 

terus melakukan koordinasi artar K/L terkait pembukaan 
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NO KEMENTERIAN/ LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

formasi ASN untuk pustakawan baik di perpustakaan 

sekolah maupun perpustakaan daerah. 

2.  Kabupaten Sleman Kunjungan Kerja Reses 

Komisi X DPR RI tanggal 27 

Februari - 2 Maret 2024. 

 

Berdasarkan data dan hasil kujungan kerja reses ke 

Kabupaten Sleman, Komisi X DPR RI merekomendasikan 

sebagai berikut. 

1. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI 

untuk menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan 

pendidikan di Kabupaten Sleman, di antaranya 

pengintegrasian data penerima PIP, dukungan sarpras 

dan SDM untuk pendidikan layanan khusus, serta 

formasi guru bahasa daerah dan tenaga kependidikan.  

2. Komisi X DPR RI mendorong Ditjen Kebudayaan 

Kemendikbudristek RI untuk lebih mensosialisasikan 

pentingnya pemajuan kebudayaan yang agar tidak 

terbatas pada bidang seni dan adat tradisi.  

3. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf RI untuk 

koordinasi dengan K/L terkait untuk mengatasi 

pembangunan pariwisata dengan tata ruang, serta 

memberikan dukungan dalam program sertifikasi untuk 

pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.  

4. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI untuk 

mendukung Pemerintah Kabupaten Sleman untuk 

mengatasi masalah sosial di kalangan pemuda dengan 

fasilitasi kegiatan serta membangun sarana dan 

prasarana kepemudaan. 
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NO KEMENTERIAN/ LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

5. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI dan 

Perpusnas RI serta K/L terkait menindaklanjuti 

rekomendasi Panja PLTP untuk bersinergi dalam 

peningkatan literasi.  

3. Kabupaten Bantul Kunjungan Kerja Reses 

Komisi X DPR RI tanggal 27 

Februari - 2 Maret 2024. 

 

Berdasarkan data dan hasil kujungan kerja reses ke 

Kabupaten Bantul, Komisi X DPR RI merekomendasikan 

sebagai berikut. 

1. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI 

untuk menyelesaikan permasalahan penyelenggaran 

Pendidikan di Kabupaten Bantul, utamanya dalam hal 

PPDB yang masih dijumpai daerah “blank Spot” 

sehingga mengganggu persiapan pelaksanaan AN, dan 

permasalahan implementasi Kebijakan Merdeka Belajar 

dimana kepala sekolah, guru dan siswa tidak mampu 

melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar dengan 

berbagai program turunan dan aplikasinya karena tidak 

disertai dengan sosialisasi, evaluasi, pemetaan dan 

kesiapan menjalankan aplikasi. 

2. Komisi X DPR RI mendorong Ditjen Kebudayaan 

Kemendikbudristek RI untuk berkoordinasi dan 

membantu Pemda Bantul dalam melakukan pelestarian 

cagar budaya yang dimiliki oleh individu/perseorangan. 

3. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI untuk 

segera menyelesaikan dualisme organisasi keolahragan 

di Kabupaten Bantul, karena dualism tersebut dapat 
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mengganggu proses pembinaan dan peningkatan 

prestasi atlet.  

4. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek dan 

Perpusnas RI untuk menindaklanjuti rekomendasi Panja 

PLTP untuk pemenuhan tenaga perpustakaan di daerah. 

Selain itu, Komisi X DPR RI juga mendorong Perpusnas 

RI untuk membantu Pemda Bantul dalam melaksanakan 

pelatihan khusus kepada pengelola perpustakaan 

berbasis inklusi sosial, serta membantu tingkat 

kesejahteraan pustakawan yang ‘bukan fungsional ber 

SK-Bupati’. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI XI 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 
- 
 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 
- 
 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/ LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  Mitra Kerja OJK dan Himbara Tanggal 29 Februari 2024 – 
4 Maret 2024. 

Kunjungan Kerja Fungsi Pengawasan ke Provinsi Kepulauan 
Riau, Kota Batam. 

 

2. Mitra Kerja Bank Indonesia dan 
Lembaga Penjamin Simpanan 

Kunjungan Kerja Fungsi Pengawasan ke Provinsi Kepulauan 
Riau, Kabupaten Bintan. 

 

3. Mitra Kerja BPK dan Kemenkeu Kunjungan Kerja Fungsi Pengawasan ke Provinsi Kepulauan 
Riau, Kota Tanjungpinang. 
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BADAN LEGISLASI 
 

NO JUDUL RUU / PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. HMI FH Universitas Brawijaya Badan Legislasi menerima 
Audiensi, pada hari Selasa 6 
Februari 2024 pukul 14.00 
WIB. 

1. Kepala Bagian dan Tenaga Ahli Badan Legislasi menerima 
kunjungan Mahasiswa HMI FH Universitas Brawijaya. 

2. Audiensi yang berlangsung terkait pengenalan dan 
pendalaman materi atas tugas dan fungsi Badan Legislasi 
DPR RI. 

 

2. DPRD Kabupaten Jepara Badan Legislasi menerima 
Audiensi, pada hari Jumat, 
16 Februari 2024 Pukul 
10.00 WIB. 

1. Kepala Bagian dan Tenaga Ahli Badan Legislasi menerima 
kunjungan DPRD Kabupaten Jepara. 

2. Diskusi/konsultasi yang berlangsung terkait Peraturan 
Daerah tentang Tata Ruang yang ditolak masyarakat. 

 

3. Mahasiswa Peserta Magang 
Kampus Merdeka 

Badan Legislasi menerima 
mahasiswa, pada hari Selasa 
27 Februari 2024 pukul 08.30 
WIB. 

1. Kepala Bagian, Sekretariat dan Tenaga Ahli Badan 
Legislasi menerima 10 (sepuluh) orang peserta program 
magang kampus merdeka yang ditempatkan di Badan 
Legislasi. 

2. Program magang kampus merdeka ini berlangsung sejak 16 
Februari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024. 

 

4. Mahasiswa FH UIN 
WALISONGO Semarang 

Badan Legislasi menerima 
Audiensi, pada hari Selasa 
27 Februari 2024 pukul 13.50 
WIB. 

1. Kepala Bagian dan Tenaga Ahli Badan Legislasi menerima 
kunjungan Audiensi Mahasiswa FH UIN WALISONGO 
Semarang. 

2. Audiensi yang berlangsung terkait Pengenalan dan 
pendalaman materi atas tugas dan fungsi Badan Legislasi 
DPR RI 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN 

 

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. KSB - BKSAP Election Observer Visit 
Program tanggal 12 – 15 
Februari 2024. 

BKSAP DPR RI menggelar Program Pemantauan Pemilu atau Election 
Visit Program (EVP) 2024 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada 13-
14 Februari 2024. Adapun peserta dari program tersebut adalah 
perwakilan Parlemen dan Kedutaan Besar dari 17 Negara sahabat dan 3 
organisasi internasional termasuk AIPA dan Global Organization of 
Parliamentarians Against Corruption (GOPAC). 
 
Sebagai informasi, kegiatan ini merupakan hasil kesepakatan AIPA 
Parlemen ASEAN bahwa setiap negara yang sedang melaksanakan 
Pemilu agar mengundang anggota AIPA Parlemen ASEAN untuk menjadi 
observer Pemilu. 
 
Wakil Ketua BKSAP DPR Putu Supadma Rudana menegaskan bahwa 
EVP menjadi sangat penting untuk menunjukkan komitmen Indonesia 
untuk terus mendorong agenda global, salah satunya sustainable 
development goals yang bertujuan mengembangkan pembangunan 
berkelanjutan dalam hal demokrasi. 
 
Agenda pertama yang berlangsung bertajuk "Focus Group Discussion: 
Pemilihan Umum Indonesia 2024", diisi oleh Ketua KPU 2012-2017 
Hadar Gumay, Ketua KPU 2017-2022 Arief Budiman, Anggota DKPP 
2022-2027 I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Perwakilan Perludem Titi 
Anggraini dan juga turut melibatkan para penyelenggara pemilu di 
Provinsi Bali. 

 

2. KSR - BKSAP Asian Parliamentary 
Assembly 

Sidang Pleno ke-14 APA berlangsung di Baku, Azerbaijan tanggal 20-24 
Februari 2024 dihadiri oleh Pimpinan BKSAP, Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc. 

 

https://www.facebook.com/aipa.secretariat?__cft__%5b0%5d=AZV__BgVgoSjXRLThPeLVFq01cJ4Q8ROpxZFJp8ZAvgNXhDfyolUO3Muziky97eA1ss2Ggjir4vs2IF_M6hJ0rU2mmJbB8IYRYMMZ4XUaGkmezsOyCyX0fGqIqNRY81ufd_K9aL9ijrPNnj-rWse2bF7IG_CqmKNS2Kp8jPvc-TByf5YEig-qNUhBefHhfn5n2M&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/gopacnetwork?__cft__%5b0%5d=AZV__BgVgoSjXRLThPeLVFq01cJ4Q8ROpxZFJp8ZAvgNXhDfyolUO3Muziky97eA1ss2Ggjir4vs2IF_M6hJ0rU2mmJbB8IYRYMMZ4XUaGkmezsOyCyX0fGqIqNRY81ufd_K9aL9ijrPNnj-rWse2bF7IG_CqmKNS2Kp8jPvc-TByf5YEig-qNUhBefHhfn5n2M&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/gopacnetwork?__cft__%5b0%5d=AZV__BgVgoSjXRLThPeLVFq01cJ4Q8ROpxZFJp8ZAvgNXhDfyolUO3Muziky97eA1ss2Ggjir4vs2IF_M6hJ0rU2mmJbB8IYRYMMZ4XUaGkmezsOyCyX0fGqIqNRY81ufd_K9aL9ijrPNnj-rWse2bF7IG_CqmKNS2Kp8jPvc-TByf5YEig-qNUhBefHhfn5n2M&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/bksapdpr?__cft__%5b0%5d=AZV__BgVgoSjXRLThPeLVFq01cJ4Q8ROpxZFJp8ZAvgNXhDfyolUO3Muziky97eA1ss2Ggjir4vs2IF_M6hJ0rU2mmJbB8IYRYMMZ4XUaGkmezsOyCyX0fGqIqNRY81ufd_K9aL9ijrPNnj-rWse2bF7IG_CqmKNS2Kp8jPvc-TByf5YEig-qNUhBefHhfn5n2M&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/PSupadmaRudana?__cft__%5b0%5d=AZV__BgVgoSjXRLThPeLVFq01cJ4Q8ROpxZFJp8ZAvgNXhDfyolUO3Muziky97eA1ss2Ggjir4vs2IF_M6hJ0rU2mmJbB8IYRYMMZ4XUaGkmezsOyCyX0fGqIqNRY81ufd_K9aL9ijrPNnj-rWse2bF7IG_CqmKNS2Kp8jPvc-TByf5YEig-qNUhBefHhfn5n2M&__tn__=-%5dK-R
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The 14th Plenary Session 
tanggal 20 – 24 Februari 
2024. 

(F-PGerindra), Putu Supadma Rudana, MBA. (F-PDemokrat), Agustina 
Wilujeung (F-PDIP), Vanda Sarundajang (F-PDIP), Puteri Anetta 
Komarudin (F-PGolkar), Kamrussamad (F-PGerindra), dan Dr. Jazuli 
Juwaini (F-PKS). 

Sidang beragendakan Sidang ke-2 Dewan Eksekutif (the 2nd Executive 
Council Meeting) APA, Sidang Pleno dan Sidang-Sidang Standing 
Committee di bidang Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan, 
Perencanaan dan Anggaran, Sosial dan Budaya-yang mencakup pula 
tentang Komite Perempuan APA, dan Politik. 
Sidang membahas rancangan-rancangan resolusi serta rancangan 
Deklarasi Baku sebagai kesepakatan bersama. Sidang Pleno ke-14 APA 
juga memutuskan penetapan Wakil Presiden APA 2024, dan penetapan 
status observers APA. 

Sidang berhasil mengadopsi 21 rancangan resolusi dan menghasilkan 
Deklarasi Baku yang berisi kesepakatan bersama mengenai upaya 
mempromosikan perdamaian di Asia melalui resolusi damai dan 
peningkatan kerja sama antar parlemen di Asia untuk menangani 
berbagai permasalahan serta Final Report Sidang Pleno ke-14 APA. 

3. KSI - BKSAP Abu Dhabi Session of the 
Parliamentary Conference 
on WTO (Ministrial 
Conference-13), Abu Dhabi, 
Persatuan Emirat Arab 24 – 
25 Februari 2024. 

Abu Dhabi, 25 Febuari 2024 - Delegasi DPR RI yang diketuai oleh Dr. 
Fadli Zon selaku Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) dari 
Fraksi Gerindra hadir dan berkontribusi aktif pada hari kedua 
pelaksanaan Parliamentary Conference on WTO (PC WTO) di Abu 
Dhabi, Persatuan Emirat Arab, 25 Febuari 2024. 

Pada pertemuan yang dilaksanakan menjelang Konferensi Tingkat 
Menteri ke-13 WTO tersebut, Delegasi Indonesia menyuarakan 
kepentingan nasional Indonesia terkait isu-isu perdagangan di WTO, 
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antara lain isu Fisheries Subsidies, Public Stockholding, serta perlunya 
pengakhiran moratorium pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik. 

Pada pertemuan tersebut Ketua BKSAP Dr. Fadli Zon juga merangkap 
sebagai Co-Chair yang turut memimpin jalannya sidang. Pada 
kesempatan itu, Ketua BKSAP juga menekankan pentingnya agenda 
reformasi WTO, terutama yang menyangkut pengaktifan kembali 
mekanisme penyelesaian sengketa di WTO (Apellate Body) yang telah 
lama stagnan akibat adanya intervensi Amerika Serikat beberapa waktu 
lalu. Menurutnya, pengaktifan kembali mekanisme penyelesaian 
sengkatan juga harus disertai dengan peningkatan independensi dan 
transparansi WTO, agara bebas dari aksi unilateral dari negara manapun. 
Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana (F-Demokrat) dan Sukamta 
(F-PKS) juga berkesempatan menjadi penanggap aktif pada sesi diskusi 
terkait Perdagangan Multilateral Inklusif dan Teknologi Digital. Putu 
Supadma Rudana menyampaikan kepentingan nasional Indonesia terkait 
hilirisasi yang tengah menjadi sorotan di WTO, sedangkan Sukamta 
menyatakan pentingnya pengakhiran segera moratorium pengenaan 
pajak terhadap transaksi elektronik. Diskusi yang cukup aktif antara 
kelompok negara-negara berkembang dengan negara maju mewarnai 
jalannya diskusi. Terutama dengan adanya perbedaan pendapat antara 
keduanya, terhadap isu-isu strategis di WTO. 

Di sela-sela pertemuan Delegasi DPR RI juga berkesempatan untuk 
berbincang dengan Delegasi dari Korea Selatan dan Parlemen Eropa 
terkait isu-isu yang didiskusikan. Turut hadir dalam pertemuan Wakil 
Anggota BKSAP Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP), Andi Ahmad Dara (F-
PG) dan Himmatul Aliyah (F-Gerindra). 

4. KSI - BKSAP Parliamentary committees 
on climate and the 

Anggota BKSAP DPR RI Dyah Roro Esti berpartisipasi dalam webinar 
yang diselenggarakan Inter-Parliamentary Union (IPU), Senin (4/3/2024). 
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environment: How can they 
drive climate action? tanggal 
4 Maret 2024. 

Webinar yang dimoderatori oleh Senator Irlandia Róisín Garvey ini 
membahas pengalaman parlemen di masing-masing negara dalam 
menghadapi dampak iklim dan perubahan lingkungan. 

Berkaitan dengan iklim dan lingkungan, Dyah Roro menjelaskan, periode 
ini DPR RI fokus pada penyelesaian Rancangan Undang-Undang Energi 
Terbarukan. Sebelumnya, peraturan pajak karbon yang telah disahkan 
menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan. 
Ia mengaku, parlemen terlibat aktif mengawal dua isu penting tersebut. 
Tidak hanya melalui sidang formal di parlemen, namun juga dalam 
beberapa kesempatan termasuk melalui diskusi dengan lembaga 
pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi. 

Aspek yang paling menantang dalam permasalahan ini menurutnya 
adalah tidak adanya pemahaman yang tepat mengenai gawatnya situasi 
iklim dan lingkungan saat ini. Perbedaan latar belakang dan kepentingan 
politik harus disingkirkan dengan cara meningkatkan kesadaran dan 
menyamakan perspektif melalui banyak diskusi yang fokus pada 
penanganan isu iklim dan lingkungan. 

5. KSI - BKSAP 18TH PUIC Conference, 
Abidjan, Pantai Gading 
tanggal 2 – 5 Maret 2024. 

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Fadli Zon, 
memimpin Delegasi DPR ke Konferensi ke-18 Parlemen OKI atau PUIC 
(Parliamentary Union of OIC Countries) di Abidjan, Pantai Gading, 2-5 
Maret. Konferensi menghelat sejumlah rangkaian pertemuan. 

Di sesi pertemuan ke-51 Executive Committee (EXCOM) PUIC, tercatat 
14 anggota EXCOM ikut menghadiri termasuk Indonesia. Pertemuan 
EXCOM menetapkan Fadli Zon terpilih secara aklamasi sebagai Wakil 
Presiden persidangan EXCOM dan PUIC ke-18. 
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Delegasi DPR juga aktif dalam pertemuan Komisi Palestina ke-12 PUIC. 
Sejumlah pandangan dari puluhan negara PUIC mengemuka menyoroti 
situasi memburuk di Palestina. 
Lebih lanjut, Wakil Ketua Umun Gerindra tersebut menyindir respon 
masyarakat global terkait penembakan Israel terbaru tersebut. 
“Sayangnya, sudah menjadi hal yang lumrah dan mudah diprediksi 
bahwa respon internasional terhadap insiden tersebut tak pernah lebih 
dari kecaman. Bagi kami, insiden itu merupakan ‘kejahatan global paling 
kejam dan tidak tersentuh hukum yang pernah terjadi di era modern,” 
kata Fadli. 

Mantan Wakil Ketua DPR itu memperingatkan forum ihwal pemandangan 
serangkaian kekejaman Israel yang terus disaksikan dunia sementara DK 
PBB dan komunitas global lainnya tak bisa berbuat banyak. 
“Kita hanya bisa banyak berbicara. Namun, kita tak boleh berhenti 
membicarakan perjuangan Palestina. Hal ini karena menyangkut 
kemanusiaan dan hak asasi manusia yang sangat mendasar termasuk 
kebebasan bagi rakyat Palestina. Kita harus mencari banyak cara 
mengambil langkah konkret untuk melindungi warga Palestina yang tak 
berdaya dan untuk mengembalikan hak-hak dasar mereka,” kata Fadli. 

Di antara langkah konkret, sambung Fadli, mendesak Mahkamah 
Internasional (ICJ) untuk mengambil keputusan yang bersifat final, bukan 
sementara, dan mengikat terkait gugatan Afrika Selatan di ICJ yang 
menuduh Israel melakukan genosida di Gaza. 
Wakil Presiden the League of Parliamentarians for Al Quds, organisasi 
global pro Palestina yang berbasis di Istanbul, itu mengakui bahwa nasib 
keputusan ICJ akan sangat tergantung DK PBB. “Namun kita harus 
menyadari bahwa meskipun pada akhirnya keputusan akhir ICJ akan 
bergantung pada mekanisme di DK PBB dimana hak veto akan sangat 
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menentukan, setidaknya kita telah berupaya semaksimal mungkin untuk 
membawa Israel agar dihukum,” ungkapnya. 
Terkait peran PUIC, Fadli mendesak PUIC berperan sebagai poros 
kampanye global untuk menuntut segera dilakukannya reformasi DK 
PBB. “Reformasi DK PBB mutlak. Jika tidak, dunia akan kehilangan 
kepercayaan dan membiarkan setiap negara mengambil tindakan 
sepihak. Tentu saja ini bukanlah sebuah pilihan,” ujar dia mengingatkan. 

Fadli juga menyerukan intensifikasi dan perluasan gerakan Boycot 
Divestment and Sanction (BDS) yang bertujuan melemahkan Israel secara 
sosial, politik, dan ekonomi. “Saya ingin mengajak Anda semua untuk 
membayangkan, apa jadinya jika negara-negara Muslim kaya minyak 
memboikot pasokan minyaknya ke Israel dan sekutu terdekatnya? Menurut 
saya, percayalah terobosan seperti itu akan menjadi tamparan yang sangat 
menyakitkan dan keras. Kita hanya perlu memperkuat keberanian kita,” ajak 
dia. 

Hal lain lagi, Fadli meminta negara-negara Anggota PUIC bersatu untuk 
memastikan bahwa perjuangan Palestina selalu mendapat dukungan penuh 
dalam pertemuan-pertemuan di forum parlemen global atau Inter-
Parliamentary Union (IPU). 
Terakhir, Delegasi DPR juga mengusulkan PUIC meluncurkan 'Kampanye 
Kemanusiaan Parlemen Islam Global untuk Rakyat Gaza,' dalam upaya 
memobilisasi akses bantuan kemanusiaan global tanpa hambatan bagi 
masyarakat Gaza. 

Delegasi DPR di Konferensi PUIC ke-18 ini dipimpin Fadli Zon (Fraksi 
Gerindra) dan dua anggota Hugua (Fraksi PDIP) dan Fathan Subchi Badawi 
(Fraksi PKB). 
Dalam pertemuan ini juga, DPR RI diminta menjadi tuan rumah Konferensi 
Parlemen OKI pada 2025. Hal ini diputuskan ketika Ketua Badan Kerja 
Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menjadi Ketua Sidang Grup Asia 
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pada Konferensi ke-18 Parliamentary Union of the OIC (PUIC), forum 
Parlemen OKI, di Abidjan, Pantai Gading, 2-5 Maret 2024. PUIC 
menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi PUIC ke-19 pada 
tahun 2025 mendatang. Penetapan tersebut sekaligus mengukuhkan 
Indonesia sebagai Presiden PUIC ke-19. 
Fadli Zon, Ketua Delegasi DPR ke Konferensi PUIC ke-18 yang juga Ketua 
BKSAP DPR RI menyampaikan kesiapan DPR RI sebagai penyelenggara 
pertemuan utama forum Parlemen OKI tersebut. 

Terkait inisiatif DPR sebagai tuan rumah Konferensi PUIC ke-19, Fadli 
menjelaskan, “Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di 
dunia, dan sebagai perwakilan rakyat, kita berharap bahwa dengan menjadi 
tuan rumah Konferensi PUIC ke-19 mendatang kita dapat menyampaikan 
pesan potensi besar ummat Islam Indonesia untuk berkontribusi bagi 
perdamaian dan kesejahteraan dunia.” 

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Gerindra tersebut mengharapkan DPR 
dapat menjadi motor pendorong dunia Islam bagi gerakan dalam 
mendukung Palestina dan pendorong negara-negara Islam untuk menjadi 
bagian dari solusi beragam tantangan global seperti perubahan iklim, 
ekonomi inklusi, dan pemberdayaan perempuan. 

Selama Konferensi PUIC ke-18 Delegasi DPR aktif menyampaikan gagasan 
dan terobosan kebijakan terkait isu-isu strategis, antara lain mendorong 
regulasi terkait kebebasan berpendapat yang tidak mengandung ujaran 
kebencian dan perpecahan, dialog antaragama dan budaya untuk 
menghapus pandangan negatif terhadap Islam atau Islamophobia, dan juga 
upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak terutama yang 
berada di wilayah konflik dan pendudukan. 

 
***** 


